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BAB I 

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan batasan tersebut, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh warga desa yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan.

Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota  melalui Camat. 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan partner kerja dalam menjalankan pemerintahan desa. Adanya kerjasama antara Kepala Desa dan BPD, diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi desa. Salah satu tujuan organisasi desa adalah tercapainya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Secara resmi, definisi APBDes memang tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan dari pemerintah, namun biasanya muncul dalam Peraturan Daerah (PERDA). 
Setiap menjelang tahun anggaran baru, Walikota memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada pemerintah desa. APBDes yang telah disusun dan di musyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama BPD disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan. APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD kota ditetapkan yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor Kepala Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, ternyata terdapat masalah bahwa penyusunan APBDes di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar khususnya pada tahun anggaran 2008 masih tidak efektif. Hal itu dapat dilihat dari indikator masalahnya yaitu pertama, terjadinya keterlambatan dalam proses penyusunan APBDes yang seharusnya ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD Kota. Kedua, belum terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam APBDes karena yang menyusun APBDes hanya beberapa orang saja, yaitu para perangkat desa dan anggota BPD. Jika ada unsur masyarakat yang terlibat, mereka biasanya hasil penunjukan, bukan pilihan langsung masyarakat untuk membawa aspirasi mereka.

Permasalahan diatas diduga Kepala Desa dalam melaksanakan kepemimpinannya belum berdasarkan pada teknik-teknik kepemimpinan secara optimal. Hal itu disebabkan diantaranya yaitu pertama, Kepala Desa kurang memberikan pengarahan dan penerangan tentang pentingnya pemahaman dan penguasaan bidang tugas masing-masing kepada Pamong Desa, dalam hal ini bidang tugas dalam penyusunan APBDes. Kedua, Kepala Desa kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kursi dan meja rapat, mesin tik dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penyusunan APBDes tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Penulis juga akan berupaya mencari pemecahannya dengan mengajukan judul KKL sebagai berikut : “Teknik Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.” 

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknik kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar ?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat teknik kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar ?

3. Usaha-usaha apa yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar ?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL
KKL ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai teknik kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan KKL ini :

1.
Untuk mengetahui teknik kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.

2.
Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat teknik kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.

3.
Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan APBDes Tahun 2008 di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar.
1.4
Kegunaan KKL
Adapun KKL ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.
Kegunaan bagi penulis, hasil KKL ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang  pemerintahan.

2.
Kegunaan teoritis, hasil dari KKL ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian di bidang yang sama.

3.
Kegunaan praktis, hasil KKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor Kepala Desa yang ada di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyusunan APBDes.

1.4 Kerangka Pemikiran
Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Kepemimpinan berfungsi untuk menggerakan para bawahannya dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian dalam bukunya Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi yang mengartikan kepemimpinan seperti berikut ini :
Kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak daripada sumber-sumber dan alat-alat (resources) yang tersedia bagi suatu organisasi . Resources ini digolongkan kepada dua golongan besar, yaitu : (1). Human Resources dan (2). Non Resources. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya usaha pemimpin sangat bergantung atas kepemimpinan untuk menggerakan sumber-sumber dan alat-alat tersebut sehingga penggunaannya berjalan efisien dan efektif. (Siagian, 1990:6-7).

Jadi dapat dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai penggerak alat-alat yang ada dalam organisasi yang terdiri dari Human Resources dan Non Resources. Alat-alat itu berpengaruh terhadap tercapainya tujuan organisasi yang tergantung dari seorang pemimpin yang menggerakannya.

Selanjutnya Adam Ibrahim Indrawijaya, dkk dalam bukunya Kepemimpinan Dalam Organisasi mengartikan kepemimpinan sebagai berikut :

Kepemimpinan menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat bahkan bernegara . Oleh karena itu usaha sadar untuk semakin mendalami berbagai segi kepemimpinan yang efektip perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan.(Indrawijaya,dkk, 2001:6).
Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan itu berkaitan erat dengan berbagai segi kehidupan, baik kehidupan masyarakat, kelompok ataupun organisasi. Berhasil tidaknya tujuan kehidupan masyarakat, kelompok dan organisasi tersebut salah satunya tergantung dari kepemimpinan yang dijalankan serang pemimpin.
Selain itu S. Pamudji dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia memberikan definisi bahwa :

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pimpinan yaitu orang yang membimbing atau yang menuntun. (Pamudji, 1995:56).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, kepemimpinan harus mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber-sumber yang ada dalam organisasi, sehingga sumber-sumber itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Disamping mengelola sumber daya dalam organisasi, yang lebih penting lagi seorang pemimpin harus mampu untuk menerapkan teknik-teknik kepemimpinannya. Karena bagaimanapun juga teknik-teknik kepemimpinan merupakan cara dasar dari seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya, sehingga dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada hal diatas, S. Pamudji mengemukakan 6 (enam) teknik kepemimpinan sebagai berikut :
(1)  Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut;

(2)  Teknik Human Relations;

(3)  Teknik Menjadi Teladan;

(4)  Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah;

(5)  Teknik Penggunaan Komunikasi yang Cocok;

(6)  Teknik Penyediaan Fasilitas;

(Pamudji , 1995 : 114-115).

Keenam teknik kepemimpinan diatas berfungsi juga untuk kepemimpinan seorang Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa yang didasarkan pada teknik-teknik kepemimpinan akan mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan berpengaruh sekali terhadap tercapainya tujuan desa.

Adapun mengenai kepemimpinan Kepala Desa, Unang Sunardjo dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Kelurahan menggambarkan sebagai berikut :

Para pemimpin organisasi yang sederhana itu pada umumnya dipilih dari orang-orang yang ada dalam kelompok yang dinilai berjasa, terampil, jujur, bijaksana, dan berani serta mampu melaksanakan amanat orang-orang yang memilihnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh masyarakat, para pemimpin ini lalu diberikan suatu sebutan jabatan yaitu Kuwu, Lurah, Bekel, Patinggi untuk di pulau Jawa dan nama-nama lain untuk di luar pulau Jawa.(Sunardjo,1984:38).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa itu dipilih oleh masyarakat karena dipandang memiliki nilai-nilai baik seperti jujur, terampil, bijaksana, berani dan yang lebih penting adalah mampu melaksanakan amanat yang dipimpinnya. Bagaimanapun juga Kepala Desa memiliki peran penting dalam kemajuan masyarakat yang dipimpinnya.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai tujuan dari desa yang dipimpinnya, salah satunya adalah  tercapainya penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes merupakan bagian dari program pemerintah desa.

Banyak sekali pengertian dari APBDes, baik menurut Undang-Undang maupun pendapat para ahli. Adapun yang disebut dengan APBDes menurut AW.Widjaja dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa mengartikan APBDes adalah anggaran pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk angka.(Widjaja,2002:68).

Bertolak ukur dari pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa APBDes itu merupakan program pemerintahan desa dalam bentuk anggaran keuangan. Anggaran tersebut diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah.

Selanjutnya, masih menurut AW.Widjaja mengartikan APBDes sebagai berikut :

Anggaran desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan pembangunan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.(Widjaja,2002:69).

Dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBDes itu adalah suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Aktivitas itu terdiri dari penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang berupa rencana operasional tahunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan anggapan dasar sebagai berikut :

1) 
Kepemimpinan Kepala Desa adalah aktivitas untuk mengarahkan, mendorong dan menggerakan bawahannya agar mau bekerjasama dalam rangka upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2) 
Penyusunan APBDes adalah proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang disusun oleh Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.

3) 
Penyusunan APBDes akan tercapai bila Kepala Desa mampu menerapkan teknik-teknik kepemimpinan.

Berdasarkan anggapan dasar diatas, maka penulis dapat merumuskan proposisi sebagai berikut : “Penyusunan APBDes  di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar akan tercapai melalui kepemimpinan Kepala Desa yang berdasarkan pada teknik-teknik kepemimpinan”.

Penulis akan mengemukakan definisi operasional dari proposisi di atas agar lebih mudah dalam pembahasan selanjutnya. Definisi operasionalnya sebagai berikut :

1) 
Kepemimpinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mewujudkan adanya keserasian, keterpaduan serta kesatuan tindakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga mengarah pada satu tujuan yaitu tujuan organisasi. 

2) 
Kepala Desa merupakan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin pemerintahan desa, dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh BPD untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati. Tugas dan kewajiban Kepala Desa dibantu oleh Pamong Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

3) 
Teknik-teknik kepemimpinan Kepala Desa adalah suatu pedoman Kepala Desa dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Adapun teknik kepemimpinan yang digunakan yaitu menurut pendapat S.Pamudji dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Adapun indikator-indikator dari teknik-teknik kepemimpinan antara lain :

a. Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut, indikatornya :


- Pengarahan dan penerangan



- Keterlibatan dalam penyusunan


b. Teknik Human Relations, indikatornya :



- Pemberian motivasi


    
- Pemberian kebutuhan akan rasa aman


c. Teknik Menjadi Teladan, indikatornya :



- Memberikan teladan kedisiplinan



- Memberikan contoh dalam pelaksanaan pekerjaan

d. Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah, indikatornya :



- Kejelasan dalam memberikan perintah



- Ketepatan dalam memberikan perintah
e. Teknik Menggunakan Sistem Komunikasi yang Cocok, indikatornya :



- Komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan



- Komunikasi secara tertulis
f. Teknik Penyediaan Fasilitas-Fasilitas, indikatornya :



- Kelengkapan fasilitas kerja



- Pemeliharaan fasilitas kerja

4) 
Penyusunan APBDes adalah kemampuan menyelesaikan suatu program kerja tahunan berupa penyusunan anggaran rutin dan pembangunan yang disusun oleh Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat  tepat pada waktu yang telah ditentukan. Indikatornya sebagai berikut :


a. Kesesuaian dengan waktu


b. Selesai sebelum waktunya
1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes.

Hal itu sejalan dengan pendapat Moh.Nazir dalam bukunya Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut :

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.(Nazir,1999:63). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Library research (penelitian kepustakaan)


Library research ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan studi literatur di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Bandung dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan desa, APBDes, dan kepemimpinan.

2. Field Research (penelitian lapangan)


Field research ini adalah penelitian yang dilakukan langsung ke instansi dengan cara mempelajari secara langsung hal-hal yang terjadi di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditunjang dengan proses riset berikut :

- Observasi



Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan kantor Kepala Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan penulis terhadap proses kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan APBDes, rapat-rapat desa, proses kerja sehari-hari di kantor Kepala Desa dan sebagainya.
1.7 Lokasi dan Waktu KKL
Lokasi KKL yang dilakukan penulis yaitu di Kantor Kepala Desa di Desa Neglasari yang berada di jalan Dr. Husen Kartasasmita No. 196 Kecamatan Banjar Kota Banjar. Adapun waktu penelitian adalah selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus  2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan KKL
	No
	Kegiatan
	Tahun 2008

	
	
	Jul
	Agus
	Sep
	Okt
	Nov

	1
	Mengajukan surat ke Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar 
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	

	4
	Analisis Data
	
	
	
	
	

	5
	Penulisan laporan
	
	
	
	
	

	6
	Pengumpulan laporan
	
	
	
	
	


